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Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran
dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya
Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang
ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu
kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi
mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra’du :11)
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ABSTRAK

Muhammad, 2025. Pengelolaan Alih Fungsi Tanah Aset Desa Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Skripsi,
Universitas Ibrahimy. Pembimbing (1): Dr. Syahrul lbad, S.Ip., M.Ap.
Pembimbing (I1): Dairani, S.H., M.H.

Pengelolaan alih fungsi tanah aset desa merupakan elemen penting dalam
mendukung otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaturan hukum alih fungsi tanah aset desa dan pemanfaatannya
dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat,
dengan fokus pada prosedur musyawarah desa dan prinsip tata kelola yang baik.
Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer seperti UU
No. 3 Tahun 2024, Permendagri No. 1 Tahun 2016, serta bahan hukum sekunder
seperti jurnal dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 3
Tahun 2024 mengatur alih fungsi tanah melalui prosedur perencanaan berbasis
RPJMDes, musyawarah desa, penyusunan Perdes, persetujuan Bupati/Camat, dan
pengawasan BPD, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
masyarakat. Pemanfaatan tanah aset desa, seperti sewa, kerja sama usaha, atau alih
fungsi untuk fasilitas umum, dapat meningkatkan PADes, sebagaimana terlihat
pada kasus Desa Ponggok dan Udanwuh. Namun, tantangan seperti kurangnya
kapasitas aparatur desa, minimnya partisipasi masyarakat, dan ketiadaan sistem
informasi desa, seperti pada kasus Desa Banyubesih, menyebabkan konflik sosial
dan gagalnya manfaat ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan
aparatur, sosialisasi regulasi, penerapan sistem informasi desa, dan penguatan
pengawasan BPD untuk memastikan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip good
governance dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
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Kata Kunci: Alih Fungsi Tanah, Aset Desa, UU No. 3 Tahun 2024, Otonomi
Desa.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu aset strategis yang dimiliki oleh desa,
tanah memiliki peran penting untuk mendukung otonomi desa dan
kesejahteraan masyarakat. Sebagai sumber daya yang terbatas, tanah desa
tidak hanya berfungsi sebagai basis ekonomi, tetapi juga sebagai wujud
identitas sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat desa. Menurut Pasal 1
angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
(Permendagri No0.1/2016), tanah desa didefinisikan sebagai tanah yang
dimiliki atau dikuasai pemerintah desa, yang berfungsi sebagai sumber
pendapatan asli desa (PADes) serta mendukung kepentingan sosial
masyarakat.! Pengelolaan tanah desa yang efektif dan efisien menjadi kunci
untuk memastikan bahwa aset ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi

pembangunan desa secara berkelanjutan.
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Pengelolaan aset desa, termasuk tanah, telah diatur dalam berbagai
regulasi, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Pasal 77 UU tersebut menegaskan bahwa pengelolaan aset desa,
termasuk tanah, harus berlandaskan pada prinsip kepentingan umum,
transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.2. Prinsip-prinsip ini

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan terkait aset desa,

! Pemendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 1 angka 26.
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 77.
1
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termasuk alih fungsi tanah, dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara
partisipatif dan tidak merugikan kepentingan bersama. Namun, realitas di
lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan tanah desa sering Kkali
menghadapi tantangan serius, terutama dalam proses alih fungsi tanah.

Alih fungsi tanah, yang merujuk pada perubahan peruntukkan tanah
dari fungsi awal (semisal, pertanian) ke fungsi baru (semisal, komersial atau
infrastruktur), sering kali dilakukan tanpa mematuhi prosedur yang telah
ditetapkan. Salah satu prosedur penting yang kerap diabaikan adalah
musyawarah desa yang partisipatif. Sebagaimana diwajibkan dalam
regulasi. Akibatnya, proses alih fungsi tanah ini tidak hanya menimbulkan
konflik hukum dan sosial, tetapi juga mengurangi manfaat yang seharusnya
dirasakan bagi masyarakat desa.® Sebagai contoh, kasus di Desa
Banyubesih, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, menjadi contoh
nyata, bagaimana tanah pertanian dialihfungsikan menjadi lahan usaha tanpa
musyawarah desa yang memadai, akibatnya, alih fungsi tidak memberikan

dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat, bahkan memicu
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ketegangan sosial di antara warga dan pemerintah desa.

Contoh lain juga terjadi di Desa Serdang, Kecamatan Toboali,
Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. ratusan hektar sawah
yng menjadi sumber lumbung pangan desa, kini berubah menjadi

perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini mengancam ketahan pangan

3 HAW. Widjaja, Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2003). 164.
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masyarakat desa tersebut dan menuntut perhatian dari aparat penegak
hukum serta pemerintah pusat. Alihfungsi ini terjadi sebab diperjualbelikan
kepada pihak perusahan tanpa izin yang sah dan tidak ada bentuk
komunikasi dengan masyarakat desa.*

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai desa di Indonesia. Alih
fungsi tanah desa untuk proyek komersial atau infrastruktur sering kali
mengabaikan regulasi dan partisipasi masyarakat, hal ini tidak hanya
menyebabkan ketimpangan sosial tetapi juga menyebabkan kerugian
lingkungan,® seperti hilangnya lahan produktif pertanian dan degradasi
ekosistem lokal. Dalam konteks global, isu alih fungsi tanah juga menjadi
perhatian, terutama terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan
pangan. Di Indonesia, tantangan ini diperparah oleh lemahnya kapasitas tata
kelola desa, kurangnya pehaman hukum oleh aparatur desa, serta tekanan
dari pihak eksternal, seperti investor atau pemerintah daerah, yang sering
kali memiliki kepentingan berbeda dengan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan
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revisi terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang merupakan perubahan

kedua atas UU tersebut. UU ini memperkuat otonomi desa dalam

“Anton Wow, “Ratusan Hektare Sawah Desa Serdang Berubah Jadi Kebun Sawit Milik
Perusahaan, Laporan Pengalihan Fungsi Mangkrak”, dalam
https://www.wowbabel.com/lokal/59815398921/ratusan-hektare-sawah-desa-serdang-berubah-
jadi-kebun-sawit-milik-perusahaan-laporan-pengalihan-fungsi-mangkrak  (diakses tanggal 07
Agustus 2025)

5 Santoso, H., Pengelolaan Aset Desa dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan
Masyarakat. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 No. 2, Juni 2019, 45-60.
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pengelolaan aset, termasuk tanah, dengan menekankan tata kelola yang
transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.® Salah satu poin penting
dalam UU No. 3 Tahun 2024 adalah mengatur kewajiban Kepala Desa untuk
melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa dalam setiap mengambil
keputusan terkait aset desa, termasuk alih fungsi tanah sebagaimana diatur
dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f. Revisi ini merespons dinamika hukum dan
kebutuhan masyarakat, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang
menegaskan pentingnya pengelolaan aset desa yang berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat.’

UU No. 3 Tahun 2024 tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki tata
kelola aset desa, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah
desa dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam
konteks ini, alih fungsi tanah desa harus dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta
memastikan bahwa hasil dari alih fungsi tersebut memberikan manfaat

langsung bagi masyarakat desa, seperti peningkatan PADes, penciptaan
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lapangan kerja, atau peningkatan akses terhadap fasilitas umum. Namun,
implementasi UU ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti
kurangnya kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, dan potensi

penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintah desa.

8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan Umum.
" Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XX11/2024.
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Berdasarkan penguraian latar belakang diatas. Peneliti menganggap
penting untuk membahas lebih lanjut tentang karya ilmiah berupa skripsi ini
dengan judul “PENGELOLAAN ALIH FUNGSI TANAH ASET DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA” . Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaturan hukum alih fungsi tanah desa serta
pemanfaatannya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, dengan fokus
pada prosedur musyawarah desa dan prinsip tata kelola yang baik

sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan hukum pengelolaan alih fungsi aset tanah

desa menurut UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua
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atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

2. Bagaimana pemanfaatan tanah aset desa yang diatur untuk
mendukung kesejahteraan masyarakat berdasarkan UU Nomor 3
Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa?

Ibrahimy

Universitas




lbrahimy

LIBRARY

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam dan
sistematis terhadap pengelolaan alih fungsi tanah aset desa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut adalah tujuan-
tujuan spesifik dari penelitian ini:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengauran hukum penglolaan
alih fungsi tanah ast desa menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun

2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan tanah aset desa
dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa.
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2. Kegunaan Penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari
segi teoritis maupun praktis, serta menjadi acuan bagi berbagai pihak yang
terkait dengan pengelolaan alih fungsi tanah aset desa. Berikut adalah
penjelasan rinci mengenai kegunaan penelitian ini:

a. Aspek Teoritis
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum,
khususnya hukum tata negara, terkait pengelolaan & pemanfaatan
aset desa, selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
referensi akademik dalam memahami pengaturan hukum mengenai
alih fungsi tanah aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024. Serta memperkaya kajian normatif terkait upaya
mwujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
praktis sebagai berikut :
1. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan pertimbagan dalam pengelolaan dan

pemanfaatan aset tanah desa agar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik.

2. Bagi Masyarakat Desa
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Sebagai sumber informasi mengenai pemanfaatan aset desa
yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan.
3. Bagu Peneliti
Sebagai bahan rujukan dn pengembangan penelitian lebih

lanjut yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa.
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D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dilakukan untuk memastikan bahwa
penelitian ini terhindar dari plagiasi dan memiliki kebaruan ilmiah.
Penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan posisi penelitian saat ini
dalam konteks kajian akademik yang telah ada, mengidentifikasi
kesenjangan penelitian, dan memperkuat landasan teoretis serta empiris.
Peneliti telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan
permasalahan pengelolaan alih fungsi tanah aset desa berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024. Berikut adalah ulasan terhadap beberapa
penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini :
1. Aulia Gigih Sofie Sabnabilla, 2019, dalam skripsinya dengan judul

“ANALISIS FIQH SIYASAH DAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP ALIH FUNGSI
TANAH KAS DESA DI GAYAM BOJONEGORO”.

Penelitian ini mengkaji pengelolaan alih fungsi tanah kas desa di

Gayam, Bojonegoro, yang digunakan untuk proyek eksploitasi minyak
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dan gas bumi. Penelitian ini menyoroti fenomena tukar guling tanah kas
desa yang dinilai tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Analisis dilakukan dengan
pendekatan figh siyasah untuk mengevaluasi kesesuaian proses alih
fungsi dengan prinsip keadilan dalam Islam, serta pendekatan normatif-
yuridis untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penggantian tanah kas desa tidak mencerminkan
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nilai wajar sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 1/2016. Dari
perspektif figh siyasah, kewenangan pemerintahan desa dinilai lemah
dalam menjalankan prinsip al-sulthah al-tanfidziyah (kewenangan
eksekutif), meskipun aspek siyasah maliyah (pengelolaan keuangan)
telah berjalan baik karena hasil sewa tanah dimanfaatkan untuk
pembangunan desa.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang
dilakukan peneliti, terutama dalam hal objek kajian, yaitu alih fungsi
tanah aset desa sebagai bagian dari pengelolaan aset desa. Kedua
penelitian juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan
tata kelola yang transparan serta akuntabel. Namun, terdapat perbedaan
signifikan. Penelitian Aulia berfokus pada tanah kas desa dan
menggunakan pendekatan figh siyasah, sedangkan penelitian ini
mengkaji alih fungsi tanah aset desa secara umum berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi

aspek pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan masyarakat, yang kurang
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dibahas secara mendalam dalam penelitian Aulia.
2. Suwoto, dkk., 2023, dalam jurnal yang berjudul “4ANALISIS YURIDIS
ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA UNTUK PEMBANGUNAN KOLAM

RENANG DI DESA UDANWUH”.

8 Aulia Gigih Sofie Sabnabilla, “Analisis Figh Siyasah Dan Permendagri No.1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa Di Gayam Bojonegoro”,
(Skripsi — UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
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Penelitian ini menganalisis alih fungsi tanah kas desa di Desa
Udanwuh yang dialihkan untuk pembangunan kolam renang guna
mendukung pengembangan potensi desa wisata berbasis sumber daya
alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan
data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh
masyarakat, dan BPD, serta data sekunder dari studi pustaka. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa proses alih fungsi telah dilakukan melalui
musyawarah desa dan diatur dalam Peraturan Desa (Perdes), sehingga
secara umum memenuhi dasar hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan
alih fungsi menghadapi hambatan, terutama terkait perizinan yang
tertunda akibat pencabutan Peraturan Daerah (Perda) lama oleh Perda
Nomor 21 Tahun 2021. Meski demikian, pembangunan kolam renang
dinilai memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi desa, seperti
peningkatan pendapatan desa dan peluang usaha bagi masyarakat. °

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti dalam

hal fokus pada alih fungsi tanah aset desa dan pentingnya kepatuhan
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terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua penelitian juga
menyoroti kontribusi alih fungsi tanah terhadap pembangunan desa dan
kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan signifikan.
Penelitian Suwoto berfokus pada kasus spesifik pembangunan kolam

renang dan tidak secara eksplisit mengkaji kerangka hukum Undang-

9 Suwoto, dkk., “Analisis Yuridis Alih Fungsi Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Kolam
Renang di Desa Udanwuh”, Jurnal Al-Manhaj, Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol.V No.2, (Juli-
Desember 2023).
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Undang Nomor 3 Tahun 2024. Sebaliknya, penelitian ini menganalisis
alih fungsi tanah aset desa secara umum dengan kerangka hukum terbaru
untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasi
regulasi.

3. Putu Eka Dianita Marvilianti Dewia, dkk., 2017, dalam jurnal yang
berjudul “OPTIMALISASI PEMANFAATAN DAN
PROFESIONALISME PENGELOLAAN ASET DESA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA ™.

Penelitian ini mengkaji pengaruh optimalisasi pemanfaatan dan
profesionalisme pengelolaan aset desa terhadap peningkatan pendapatan
asli desa (PADes) di Kabupaten Buleleng, Bali. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif-survei dengan menyebarkan
kuesioner kepada 87 kepala desa dan sekretaris desa, dan data dianalisis
dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan aset desa yang profesional dan optimal secara signifikan

meningkatkan PADes. Penelitian ini juga menyoroti maraknya

-
=
—
%
-
Q.
QO
a4
>
E
=
C
fo
2

penyalahgunaan aset desa oleh aparatur pemerintah desa, yang
menghambat potensi peningkatan pendapatan desa. Penelitian ini
menekankan pentingnya tata kelola yang berbasis regulasi dan

profesionalisme untuk mendukung kemandirian desa. *°

0 Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, dkk.,, “Optimalisasi Pemanfaatan dan
Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa”, Jurnal limiah
Akuntansi Vol.ll No.2, (Desember 2017).
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Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti dalam
hal fokus pada pengelolaan aset desa dan upaya pemanfaatannya untuk
mendukung pembangunan desa. Kedua penelitian juga menekankan
pentingnya tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan signifikan.
Penelitian Putu Eka berfokus pada pemanfaatan aset desa secara umum
dan menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini secara
spesifik mengkaji alih fungsi tanah aset desa dengan pendekatan normatif
dan empiris berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini
mengevaluasi implementasi regulasi dan dampaknya terhadap
masyarakat.

Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji
pengelolaan aset desa dan alih fungsi tanah, belum ada penelitian yang
secara spesifik menganalisis pengelolaan alih fungsi tanah aset desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan pendekatan

normatif dan empiris. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan
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mengkaji kerangka hukum terbaru, mengevaluasi prosedur musyawarah
desa, dan menganalisis dampak alih fungsi tanah terhadap kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru
dalam literatur hukum agraria dan otonomi desa, serta memberikan panduan
praktis bagi pemerintah desa dalam melaksanakan alih fungsi tanah secara
transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu
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No. Nama&\_]udul Metqde Hasil Penelitian Relevansi
Penelitian Penelitian
Aulia Gigih Sofie | Kualitatif- 1) Pengelolaan Judul Jurnal ini
Sabnabilla, deskriptif, TKD digunakan | dan Judul Peneliti
dengan judul | dengan untuk eksploitasi | sama-sama
“Analisis Figh | pendekatan migas, namun meneliti alih
Siyasah Dan | lapangan (field | penggantiannya | fungsi tanah desa
Permendagri No.1 | research). tidak sesuai nilai | dan  pentingnya
Tahun 2016 | Teknik wajar kepatuhan
Tentang pengumpulan | sebagaimana regulasi, namun
Pengelolaan Aset | data: observasi, | diatur dalam berbeda fokus
Desa  Terhadap | wawancara, Permendagri. karena penelitian
Alih Fungsi | dan 2) Dari sisi figh | ini menggunakan
Tanah Kas Desa | dokumentasi. | siyasah, UU No. 3 Tahun
Di Gayam | Analisis data | ditemukan bahwa | 2024 sedangkan
Bojonegoro.” bersifat pelaksanaan dalam jurnal ini
1 normatif- kewenangan menggunakan
yuridis. pemerintahan figh siyasah.
desa masih lemah
dalam
menjalankan
prinsip al-sulthah
al-tanfidziyah.
Namun  siyasah
maliyah telah
berjalan  dengan
baik karena hasil
sewa tanah
digunakan untuk
pembangunan
desa.
Suwoto, dkk., | Yuridis- Proses alih fungsi | Relevan  karena
dengan judul | empiris, Data | dilakukan melalui | sama-sama
“Analisis Yuridis | primer Perdes dan | mengkaji
Alih Fungsi | diperoleh dari | musyawarah desa. | prosedur hukum
Tanah Kas Desa | wawancara Namun, karena | dan kontribusi
Untuk dengan pencabutan Perda, | terhadap
5 Pembangunan perangkat desa, | perizinan sempat | kesejahteraan
Kolam Renang di | tokoh terhambat. Meski | masyarakat desa,
Desa Udanwuh.” | masyarakat, demikian, namun  berbeda
dan BPD. Data | pembangunan fokus karena
sekunder dari | kolam renang | penelitian ini
studi pustaka. | dinilai menilai dari
Teknik memberikan kerangka UU No.
analisis: dampak  positif | 3 Tahun 2024.
13
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deskriptif bagi  kemajuan
kualitatif. ekonomi desa.
Putu Eka Dianita | Kuantitatif- Optimalisasi Sama-sama
Marvilianti survei, pemanfaatan aset | menekankan
Dewia, dkk., | menggunakan | desa dan | pentingnya tata
dengan judul | kuesioner yang | profesionalisme kelola yang
“Optimalisasi disebar ke 87 | pengelolaan aset | profesional  dan

Pemanfaatan dan | kepala dan | desa berpengaruh | berorientasi
Profesionalisme | sekretaris desa | positif signifikan | terhadap

3 | Pengelolaan Aset | di Kabupaten | terhadap kesejahteraan,
Desa dalam | Buleleng, Bali. | peningkatan namun penelitian
Meningkatkan Data dianalisis | Pendapatan  Asli | ini berbeda karena
Pendapatan Asli | dengan regresi | Desa  (PADes). | fokus pada alih
Desa” linier Keduanya juga | fungsi tanah dan

berganda. menunjukkan pendekatan

pengaruh simultan | normatif UU No.
terhadap PADes. | 3 Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap beberapa penelitian
terdahulu, dapat disimpulkan bhwa pengelolaan dan alih fungsi tanah aset
desa telah banyak dikaji dari berbagai perspektif,baik secara yuridis,
empiris, maupun normatif. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya
menyoroti aspek pemanfaatan aset desa, prosedur hukum dan alih fungsi,

serta dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Namun demikian, masih terdapat perbedaan fokus kajian dimana
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sebagian penelitian lebih menekankanpada aspek figh siyasah, efektivitas
pengelolaan serta dampak ekonomi, sementara kajian yang secara spesifik
menelaah alih fugsi tanah aset desa berdasarkan ketentuan hukum posiif,
khususnya dalam kerangka Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 masih

terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi
ketidaktersentuhan pembahasan tersebut dengan mengkaji secara normatif
mengenai pengaturan alih fugsi tanah aset desa serta implementasinya

dalam perspekif hukum yang berlaku, guna mewujudkan pengelolaan aset
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desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesjahteraan

masyarakat.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memberikan pemahaman dan lebih tertera dalam
pembahasan skripsi, maka dalam penelitian ini akan menyajikan definisi
terlebih dahulu berkaitan judul yang akan diteliti “PENGELOLAAN ALIH
FUNGSI TANAH ASET DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

UNDANG-UNDANG No.MOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”

1. Pengelolaan

Adalah  Serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan evaluasi aset tanah desa untuk
memberikan manfaat maksimal bagi desa, sesuai prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi dalam UU No. 3 Tahun 2024 dan

Permendagri No. 1/2016.
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2. Alih Fungsi

Merupakan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah desa dari
fungsi semula menjadi fungsi baru yang berbeda, dengan tetap
mempertahankan kepemilikan oleh desa. Alih fungsi ini dilakukan

melalui mekanisme musyawarah desa, peraturan desa (Perdes), dan

11 permendagri No. 1 Tahun 2016, Pasal 4
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persetujuan pihak berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

termasuk prinsip-prinsip dalam UU No. 3 Tahun 2024.12

3. Aset Tanah Desa

Adalah Tanah yang dimiliki atau dikuasai pemerintah desa,
termasuk Tanah Kas Desa, tanah ulayat, dan tanah bengkok, yang
dikelola untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan desa sesuai

hukum.!3

4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa

Merupakan Perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014, yang
mengatur otonomi desa dalam pengelolaan aset secara mandiri,
transparan, dan berkelanjutan, dengan penekanan pada musyawarah desa

dan akuntabilitas.'

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami uraian pada tulisan ini, maka

peneliti menyusun sistematika pembahsan sebagai berikut :
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BAB | PENDAHULUAN
Pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi

operasional, dan sistematika pembahasan..

12yU No. 3 Tahun 2024, Pasal 26 ayat (4) huruf f

13 Soekanto, S., Pengelolaan Aset Desa: Tinjauan Hukum dan Praktik. (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015)

14 UU No. 3 Tahun 2024, Penjelasan Umum.
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BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka mengkaji teori dan ketentuan hukum terkait
pengelolaan, alih fungsi, aset tanah desa, dan UU No. 3 Tahun 2024.
BAB IlIl METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan
hukum, metode pengumpulan, dan analisis bahan hukum.
BAB IV PAPARAN DATA
Bab ini memaparkan hasil analisis pengelolaan alih fungsi tanah aset
desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024.
BAB V PENUTUP
Bab ini menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan

saran untuk pengembangan penelitian di masa depan.
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

Kepustakaan penelitian merujuk pada literatur yang menyediakan informasi
mengenai hasil penelitian terdahulu, adapun penelitian empiris dianggap lebih
relevan untuk dijadikan rujukan dibanding kajian konseptual. Literatur tersebut
dapat berupa laporan penelitian, jurnal ilmiah, atau majalah kepolisian, meskipun
di Indonesia lebih banyak memuat artikel berupa pendapat dan gagasan daripada
hasil penelitian empiris. Kepustakaan penelitian merupakan upaya untuk
mengumpulkan teori dan konsep melalui buku atau jurnal yang relevan dengan
topik penelitian ilmiah karena memungkinkan peneliti untuk membandingkan
penelitian yang dibuatnya dengan penelitian lain yang telah dilakukan. Dalam
bagian kepustakaan konseptual, terdapat dua komponen utama, yaitu landasan
konsep, yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis temuan penelitian

guna menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini.*®

A. Pengelolaan Aset Desa
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1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan yang tercakup di
dalamnya berupa pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan evaluasi
terhadap sumber daya guna mencapai keinginan tertentu secara efektif dan
efisien. Menurut  Sedarmayanti, pengelolaan  adalah  upaya

mengkoordinasikan sumber daya secara efisien dan efektif melalui fungsi-

15 Sugiyono. Metode...., 32
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fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengendalian.® Dalam konteks aset desa, pengelolaan dimaksud sebagai
proses pengaturan aset milik desa, termasuk tanah, guna memberikan manfaat
nyata yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Permendagri No. 1 Tahun 20216 tentang Pengelolaan Aset Desa
mengatur bahwa pengelolaan aset desa harus berprinsip pada transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.’ Prinsip ini diperkuat
dalam Pasal 26 ayat (2) huruf ¢ dan ayat (4) huruf f UU No. 3 Tahun 2024
tentang Desa, yang menyatakan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab
mengelola aset desa dengan prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan,
dan bebas dari penyalahgunaan (korupsi).*® Pendekatan ini sesuai dengan
teori tata kelola yang baik dengan menjadikan transparansi dan partisipasi
masyarakat sebagai pilar utama di dalamnya®®

Menurut Widodo, pengelolaan aset desa yang baik merupakan
gambaran dari kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan otonomi guna

memaksimalkan sumber daya demi kepentingan umum.?
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2. Tujuan Pengelolaan Aset Desa

Tujuan utama dari pengelolaan aset desa sendiri adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset yang

16 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Bandung: Refika Aditama, 2017), 45.

17 permendagri No. 1 Tahun 2016, Pasal 3

18 UU. No. 3 Tahun 2024, Pasal 26 ayat (2) huruf ¢ dan ayat (4) huruf f.

19 UNDP, Governance for Sustainable Human Development (New York: United Nations
Development Programme, 2002), 12.

20 Joko Widodo, Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada Pers, 2019), 78.
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optimal untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Pasal 4 huruf d UU No. 3
Tahun 2024 menyebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan mendorong
partisipasi masyarakat guna mengembangkan potensi dan aset desa demi
kesejahteraan bersama.?! Hal ini diperkuat oleh Pasal 72A UU No. 3 Tahun
2024, yang mengatur bahwa pendapatan desa, termasuk dari aset desa, harus
dikelola untuk mendukung prioritas pembangunan desa, pendidikan, dan
pemberdayaan masyarakat.??

Rasyid menyatakan bahwa pengelolaan aset desa bertujuan
menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) untuk membiayai pembangunan
infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.? Namun, suprayitno menambahkan
bahwa pengelolaan aset harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan
keadilan sosial agar tidak menjadi bumerang dengan merugikan generasi
mendatang.?* Disamping itu, Santoso menekankan pentingnya pengawasan
oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat untuk mencegah

perlindungan aset desa, seperti alih fungsi tanah tanpa prosedur yang sah.?®
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B. Alih Fungsi Tanah Aset Desa

1. Pengertian Alih Fungsi

2L UU. No. 3 Tahun 2024, Pasal 4 huruf d.

22 UU. No. 3 Tahun 2024, Pasal 72A

2 M. Rasyid, Otonomi Daerah: Konsep, Implementasi, dan Tantangan (Jakarta: Sinar
Grafika, 2007), 102.

24 Bambang Suprayitno, “Pengelolaan Aset Desa Berbasis Keberlanjutan,” Jurnal
Administrasi Publik , Vol. 12, No.1 (2020), 34-45.

% Agus Santoso, Tata Kelola Desa: Prinsip dan Praktik (Surabaya: Unair Press, 2018),
65.
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Alih fungsi adalah perubahan peruntukan atau penggunaan fungsi
tanah dari fungsi awalnya menjadi fungsi baru, misalnya dari lahan
pertanian menjadi lahan komersia, industri, atau fasilitas umum, tanpa
mengubah status kepemilikan tanah. Suharso mendefinisikan alih fungsi
tanah sebagai respon terhadap kebutuhan pembangunan, akan tetapi harus
juga mempertimbangkan dampak terhadap sosial, ekonomi, dan
lingkungan.?

Dalam konteks tanah aset desa, Permendagri No. 1 Tahun 2016
mengatur bahwa alih fungsi harus melalui musyawarah desa dan dituangkan
dalam Peraturan Desa (Perdes) guna menjamin transparansi dan kepastian
hukum.?” UU No. 3 Tahun 2024 secara tidak langsung mendukung prinsip
ini melalui Pasal 26 ayat (4) huruf f, yang mewajibkan Kepala Desa
menyelenggarakan tata pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan,
termasuk dalam hal pengelolaan aset desa.?®

Widjaja menyatakan bahwa alih fungsi tanah desa harus tetap

mempertahankan kepemilikian desa dan tidak boleh bertentangan dengan
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kepentingan masyarakat.?®> Hal ini relevan dengan kasus di Desa
Banyubesih, dimana alih fungsi tanah pertanian menjadi lahan usaha tanpa
melalui musyawarah desa dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial.

2. Prosedur Alih Fungsi Tanah aset Desa

26 Suharso, Manajemen Lahan dan Alih Fungsi Tanah (Malang: UB Press, 2016), 23.
27 permendagri No. 1 Tahun 2016, Pasal 28.

2 UU. No. 3 Tahun 2024, Pasal 26 ayat (4) huruf f.

29 Widjaja, Otonomi Desa...., 164.
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Prosedur alih fungsi tanah aset desa diatur dalam Permendagri No. 1
Tahun 2016, yang mencakup :
a. Perencanaan
Pemerintah desa menyusun rencana alih fungsi berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sesuai Pasal 79 UU
No. 3 Tahun 2024.%°
b. Musyawarah Desa
Rencana alih fungsi dibahas dalam musyawarah desa yang
melibatkan BPD, tokoh masyarakat, dan warga, sebagaimana diatur
dalam Pasal 27 huruf b UU No. 3 Tahun 2024, yang mewajibkan
laporan pertanggungjawaban forum musyawarah desa.>!
c. Persetujuan
Hasil musyawarah dituangkan dalam Perdes dan diserahkan kepada
Bupati/Camat untuk persetujuan sesuai Peraturan Daerah.
d. Pelaksanaan

Alih fungsi dilakukan dengan pengawasan BPD, sesuai Pasal 62 UU
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No. 3 Tahun 2024, yang memberikan hak kepada BPD untuk
mengajukan usul dan pendapat.
e. Evaluasi
Memastikan pemerintah desa memberikan dampak alih fungsi guna

memberikan manfaat bagi masyarakat.

80 YU. No. 3 Tahun 2024, Pasal 79.
31 |bid, Pasal 27 huruf b
32 |bid, Pasal 62.
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Terlepas dari pada itu, Pratama menyatakan bahwa ketidakpatuhan
terhadap prosedur ini yang kemudian sering menyebabkan konflik sosial,
seperti mempertahankan lahan atau ketimpangan ekonomi.®®* UU No. 3
Tahun 2024 memperkuat musyawarah desa sebagai mekanisme utama untuk
memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait
aset desa.

3. Dampak Alih Fungsi Tanah Aset Desa

Alih fungsi tanah aset desa dapat meningkatkan PADes dan
mendukung infrastruktur ~ pembangunan, namun juga berpotensi
menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Dewi dkKk.
menunjukkan bahwa alih fungsi yang tidak terencana dapat mengurangi
lahan pertanian produktif, menyebabkan penurunan pendapatan petani, dan
meningkatkan ketimpangan sosial.>*

Suwoto dkk. menemukan bahwa alih fungsi tanah kas desa untuk

fasilitas wisata, seperti kolam renang, dapat meningkatkan pendapatan desa
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jika dilakukan dengan prosedur yang sah.®® Namun kasus Desa Banyubesih

menujukkan bahwa alih fungsi tanpa musyawarah desa dapat memicu

konflik dan kurang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat desa.
C. Aset Tanah Desa

1. Pengertian Aset Tanah Desa

33 Andi Pratama, “Konflik Alih Fungsi Tanah Desa: Studi Kasus di Jawa Tengah,” Jurnal
Hukum Agraria , Vol. 5, No.2 (2021), 45-56.

34 Dewi dkk., “Optimalisasi...., 123-134.

35 Suwoto, dkk., “Analisis......89-100.
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Aset tanah desa adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh
pemerintah desa, termasuk Tanah Kas Desa (TKD), tanah ulayat, dan tanah
lain yang dicatat secara sah sebagai milik desa. Pasal 1 angka 26 Permendagri
No. 1 Tahun 2016 mendefinisikan tanah desa sebagai aset yang dapat
digunakan untuk menghasilkan PADes atau mendukung fungsi sosial.®

Pasal 72 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 2024 menyebutkan bahwa
hasil aset desa, seperti tanah bengkok atau tanah pencaton, merupakan bagian
dari pendapatan asli desa.®” Soekanto menegaskan bahwa tanah desa memiliki
nilai strategis sebagai modal utama untuk pembangunan ekonomi dan sosial
desa.®

2. Jenis-Jenis Aset Tanah Desa

Berdasarkan karakteristik dan kegunaannya, aset tanah desa
meliputi:
a. Tanah Kas Desa (TKD)
Yaitu tanah yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan,

seperti disewakan untuk pertanian atau usaha komersial.
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b. Tanah Ulayat
Merupakan tanah yang dikuasai secara komunal oleh
masyarakat adat berdasarkan hukum adat.

c. Tanah Bengkok atau Pencaton

3 permendagri No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 angka 26.
87 UU. No. 3 Tahun 2024, Pasal 72 ayat (1) huruf a.
38 Soekanto, Hukum Agraria dan Reforma Agraria (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 89.
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Adalah tanah yang diberikan kepada perangkat desa sebagai
tugas, tetapi tetap milik desa, sebagaimana disebutkan dalam
Penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf ¢ UU No. 3 Tahun 2024.*°

d. Tanah Fasilitas Umum

lalah tanah untuk infrastruktur publik, seperti jalan, sekolah,
atau puskesmas.

Widjaya menekankan pentingnya inventarisasi aset tanah desa untuk
mencegah konservasi, seperti alih fungsi tanpa persetujuan atau penjualan
ilegal .4

3. Tantangan Pengelolaan Aset Tanah Desa

Pengelolaan aset tanah desa menghadapi tantangan, seperti
kurangnya kapasitas aparatur desa, minimnya transparansi, dan prosedur
pelanggaran. Nugroho menemukan bahwa banyak desa di Indonesia belum
memiliki sistem administrasi aset yang memadai, mempermudah support
tanah desa.*

Pasal 86 UU No. 3 Tahun 2024 mengatur bahwa desa berhak
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mendapatkan akses sistem informasi desa untuk mendukung pengelolaan
aset, tetapi penerapannya masih terbatas di banyak daerah.*? Kasus di Desa
Banyubesih menunjukkan bahwa alih fungsi tanah tanpa musyawarah desa

sering dipicu oleh tekanan ekonomi dan kurangnya pengawasan.

39 UU. No. 3 Tahun 2024, Penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf c.

401G Widjaya, Hukum Pertanahan di Indonesia (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020),
145.

1 Budi Nugroho, “Tantangan Pengelolaan Aset Desa di Era Otonomi,” Jurnal Kebijakan
Publik , Vol. 9, No.1 (2019), 67-78.

42 UU. No. 3 Tahun 2024, Pasal 86.
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D. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Latar Belakang UU No. 3 Tahun 2024

UU No. 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan memperkuat otonomi desa dalam
mengelola sumber daya, termasuk aset desa, secara mandiri, partisipatif, dan
berkelanjutan. Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa
revisi ini menanggapi dinamika hukum dan masyarakat ketatanegaraan,
termasuk ketidaksesuaian beberapa ketentuan UU sebelumnya dengan
kebutuhan saat ini.*

Revisi ini juga mencakup resolusi Mahkamah Konstitusi dan
menyempurnakan pengaturan tentang kedudukan desa, pemerintahan desa,
keuangan desa, dan pembangunan desa. Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2024
menegaskan bahwa pengaturan desa bertujuan memberikan kejelasan

kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan dan mendorong pemanfaatan
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aset desa untuk kesejahteraan masyarakat.**

2. Ketentuan Pengelolaan Aset Desa

UU No. 3 Tahun 2024 mengatur pengelolaan aset desa melalui
beberapa pasal kunci:

a. Pasal 26 ayat (2) huruf c

43 Ibid, Penjelasan Umum.
4 |bid, Pasal 4.

Ibrahimy

Universitas

26




lbrahimy

LIBRARY

Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan aset
desa, termasuk tanah, untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat.*®

b. Pasal 26 ayat (4) huruf f

Kepala Desa wajib menyelenggarakan tata pemerintahan yang
akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi dalam pengelolaan aset
desa.*

c. Pasal 27 hurufadanc

Kepala Desa wajib memberikan informasi dan laporan
pertanggungjawaban pengelolaan aset desa kepada masyarakat dan BPD
setiap akhir tahun anggaran.*’

d. Pasal 72 ayat (1) huruf a

Hasil aset desa, seperti tanah bengkok atau pencaton, merupakan

pendapatan asli desa yang harus dikelola untuk pembangunan desa.*®
e. Pasal 72A

Pendapatan desa, termasuk dari aset, harus diprioritaskan untuk
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pembangunan desa, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.*

% Ibid, Pasal 26 ayat (2) huruf c.
“6 |bid, Pasal 26 ayat (4) huruf f.
47 Ibid, Pasal 27 huruf a dan c.
“8 |bid, Pasal 72 ayat (1) huruf a.
49 Ibid, Pasal 72A.
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Hidayat menyatakan bahwa UU No. 3 Tahun 2024 memperkuat
akuntabilitas pengelolaan aset desa melalui kewajiban pelaporan dan
pengawasan oleh BPD, mengurangi potensi pengendalian.®

3. Ketentuan Pengalihan Fungsi Tanah Aset Desa

Meskipun UU No. 3 Tahun 2024 tidak mengatur alih fungsi tanah
aset desa secara eksplisit, prosedur ini dapat disimpulkan dari ketentuan
umum pengelolaan aset desa:

a. Musyawarah Desa
Pasal 27 huruf b menegaskan bahwa Kepala Desa wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah desa,
yang mencakup keputusan alih fungsi tanah.>*
b. Transparansi dan Akuntabilitas
Pasal 26 ayat (4) huruf f mewajibkan tata kelola yang transparan,
sehingga alih fungsinya harus melibatkan masyarakat dan BPD.%?

c. Pengawasan BPD
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Pasal 62 memberikan hak kepada BPD untuk mengajukan usul
dan pendapat, termasuk dalam pengawasan alih fungsi tanah.5®
Pratama dan Sari menunjukkan bahwa penguatan musyawarah desa

dalam UU No. 3 Tahun 2024 dapat mengurangi konflik sosial akibat alih

%0 Ahmad Hidayat, “Implikasi UU No. 3 Tahun 2024 terhadap Pengelolaan Aset Desa,”
Jurnal Hukum Desa , Vol. 10, No.1 (2024), 34-45.

51 UU. No. 3 Tahun 2024, Pasal 27 huruf b.

52 |bid, Pasal 26 ayat (4) huruf f.

%3 Ibid, Pasal 62.
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fungsi tanah, jaminan didukung oleh kapasitas aparatur desa.>* Dalam
konteks Desa Banyubesih, ketentuan ini dapat digunakan untuk

menyebarkan legalitas alih fungsi tanah pertanian menjadi lahan usaha.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan teori utama:
1. Teori Otonomi Desa
Menurut Widjaja, otonomi desa memberikan kewenangan penuh
kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya, termasuk tanah,
demi kesejahteraan masyarakat.>® Teori ini relevan dengan Pasal 4 UU
No. 3 Tahun 2024, yang mengatur kedudukan desa dalam mengatur
kepentingan masyarakat berdasarkan otonomi.>®
2. Teori Good Governance
Menurut UNDP, good governance mencakup prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

sumber daya publik.>” Prinsip ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (4) huruf
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f UU No. 3 Tahun 2024, yang menekankan tata kelola desa yang
akuntabel dan transparan.® Teori kedua ini digunakan untuk

menganalisis pengelolaan alih fungsi tanah aset desa di Desa Banyubesih,

5 Andi Pratama, Rina Sari, “Penguatan Regulasi Alih Fungsi Tanah Desa di Indonesia,”
Jurnal Administrasi Publik , Jilid 14, No.2 (2023), 89-100.

% Widjaja, Otonomi....,164.

% UU. No. 3 Tahun 2024, Pasal 4.

57 UNDP, Governance....,12.

%8 UU. No. 3 Tahun 2024, Pasal 26 ayat (4) huruf f.
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dengan fokus pada kepatuhan terhadap UU No. 3 Tahun 2024 dan

dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

F. Kerangka Konseptual

» Tanah Aset Desa
» Pengelolaan Aset
» Alih Fungsi

l

>\ » Pengaturan Hukum
- Pengelolaan Alih
O Fungsi Tanah Aset
— Desa
o pum > Pemanfaatan Tanah
g Aset Desa
|
Q_ » UU Nomor 3
Q) Tahun 2024
m » UU Nomor 6
Tahun 2014
Hasil dari Pengaturan Hasil dari Pemanfaatan
Hukum
o puum
": Saran
q°]
=
=]

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis yang
digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan
data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode
penelitian meliputi langkah-langkah seperti pembahasan masalah,
pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan kesimpulan. Metode ini
dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau campuran, tergantung pada tujuan
dan jenis data yang dikumpulkan.

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.>® Sedangkan
menurut Creswell, metode penelitian merujuk pada desain dan prosedur
yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan
paradigma penelitian yang dipilinh.°

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah salah satu dari jenis
penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data

secara mendalam melalui berbagai sumber literatur serta hasil dari

%9 Sugiyono. Metode....,45.
80 JW. Desain....,43
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penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai guna memperoleh
jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.®

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis
normatif (legal research). Penelitian yuridis normatif berfokus pada
studi kepustakaan untuk menganalisis konsistensi, kejelasan, atau
kesesuaian norma hukum dengan kebutuhan praktis. Pendekatan ini
dipilih karena permasalahan hukum yang diteliti bersifat normatif dan
memerlukan analisis terhadap aturan hukum yang berlaku.

Penelitian yuridis normatif adalah prosedur penelitian ilmiah
untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi
normatif, yang tidak hanya terbatas pada hukum positif tetapi juga
norma dalam arti luas sebagai pedoman perilaku.®?

B. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan,

yaitu :
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1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan merupakan yang
dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan
yang memiliki keterikatan dengan masalah hukum yang diteliti.®®

Pendekatan undang-undang digunakan guna mengetahui kesesuaian

61 Irwansyah, Penelitian....,50.
62 Johnny. Teori...., 54.
83 Marzuki, Penelitian...., 35.
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antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Undang-
undang di atasnya dan UUD 1945.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari
pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,® yang
digunakan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan
hukum yang sedang diteliti.

3. Pendekatan kasus (Case Approach).

Pendekatan Kasus yaitu dengan mengkaji kasus-kasus yang
terjadi di wilayah sebagai bahan analisis terhadap pnerapan norma
hukum.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sumber, fakta, atau dokumen
yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun, menafsirkan, atau
menerapkan aturan hukum dalam suatu kasus atau peraturan. Adapun

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :
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1. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki
otoritas.®® Adapun sumber hukum yang dijadikan bahan hukum

primer dalam penelitian ini antara lain :

&4 1bid, 93.
% Ibid, 141.

Ibrahimy

Universitas

33




lbrahimy

LIBRARY

a. Undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945).

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¢. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

e. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,

f. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah,

g. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah

h. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

I. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

J. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
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Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

|. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
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2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh
dari buku-buku, kamus, dan jurnal-jurnal hukum serta komentar-
komentar atas putusan pengadilan,®® sehingga bisa membantu
peneliti dalam menyusun skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier atau yang dikenal dengan bahan non-
hukum merupakan bahan hukum penunjang yang memiliki
hubungan dan relevan dengan topik penelitian. ©/

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan bahan hukum
yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti
disini berfokus pada studi dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan
dengan mengkaji, mempelajari, dan memahami bahan hukum yang

memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.
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E. Analisis Bahan hukum

Analisis data adalah bentuk penguraian untuk memecahkan
permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang didapat.

Analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada
metode deduktif (metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum

ke khusus) sebagai pedoman utama, dan metode induktif sebagai tata

66 |hid, 141.
57 Muhaimin, Metode...., 60.
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kerja penunjang. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber data
yang digunakan dalam analisis ini. adapun tahap-tahap dari analisis
yuridis normatif adalah :

a. Merumuskan asas-asas hukum.

b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.

c. Membentuk standar-standar hukum.

d. Merumuskan kaida-kaidah hukum.®®

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu
penelitian hukum, yaitu :

a. Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan
mengeliminir segala hal yang tidak memiliki relevansi
dengan masalah hukum yang diteliti

b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non-hukum yang
relevan terhadap pemikiran

c. Melakukan telaah terhadap permasalahan hukum yang

diajukan

-
=
—
%
-
Q.
QO
a4
>
E
=
C
fo
2

d. Membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan hukum
yang diteliti
e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumen yang telah

dibangun di dalam kesimpulan.®®

8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Radja
Grafindo Persada, 2004), 167.
% 1bid, 17.
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Analisis dalam penelitian ialah dengan mengolah bahan-bahan
hukum yang sudah dikumpulkan kemudian menyusun secara sistematis dan
terarah dengan menggunakan metode preskriptif (mengaitkan fakta yang
dijumpai dengan norma hukum sebagai alat ujinya).”® Hal ini dilakukan
untukk memberikan pereskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah
atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap masalah hukum yang
diteliti.™

Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan mengurai perihal pengelolaan
alih fungsi tanah aset desa dalam prespektif Undang-undang No. 3 Tahun

2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
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0 |hid, 42.
L Muhaimin, Metode Penelitian...., 71.
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BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Pengaturan Hukum dan Prosedur Alih Fugsi Tanah Aset Desa
Pengelolaan alih fungsi tanah aset desa merupakan elemen kunci
dalam otonomi desa, bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya desa
secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum
yang komprehensif, menekankan prinsip tata kelola yang baik (good
governance), seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Berdasarkan analisis bahan hukum primer, ketentuan utama yang mengatur
alih fungsi tanah aset desa meliputi :
a. Pasal 26 ayat (2) huruf ¢ UU No. 3 Tahun 2024 menetapkan bahwa

Kepala Desa berwenang mengelola aset desa, termasuk tanah, untuk
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mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.
Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi Kepala Desa untuk
memutuskan alih fungsi tanah, seperti mengubah tanah pertanian
menjadi lahan usaha, fasilitas umum, atau infrastruktur desa, dengan

syarat mematuhi prosedur hukum.’

72 UU. No.3 Tahun 2024, Pasal 26 ayat (2) huruf c.
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b. Pasal 26 ayat (4) huruf f mewajibkan Kepala Desa
menyelenggarakan tata pemerintahan desa yang akuntabel,
transparan, dan bebas dari korupsi dalam pengelolaan aset desa,
termasuk alih fungsi tanah. Ini mencakup pelaporan keputusan alih
fungsi melalui musyawarah desa dan dokumentasi yang jelas untuk
mencegah penyalahgunaan wewenang.’

c. Pasal 27 huruf b mengatur bahwa, Kepala Desa wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah
desa, termasuk keputusan alih fungsi tanah. Musyawarah desa
menjadi  mekanisme utama untuk memastikan partisipasi
masyarakat, sehingga keputusan mencerminkan kepentingan
bersama dan menghindari konflik sosial.’*

d. Pasal 62 memberikan hak kepada Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) untuk mengawasi pengelolaan aset desa, termasuk alih fungsi
tanah, melalui usul, pendapat, dan rekomendasi. BPD memastikan

keputusan Kepala Desa sesuai dengan kepentingan masyarakat dan

-
=
—
%
-
Q.
QO
a4
>
E
=
C
fo
2

regulasi yang berlaku.75
e. Pasal 79 mengatur bahwa perencanaan alih fungsi tanah harus
berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes), yang disusun melalui musyawarah desa. Ini menjamin

73 Ibid, Pasal 26 ayat (4) huruf f.
7 |bid, Pasal 27 huruf b.
75 |bid, Pasal 62.
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alih fungsi selaras dengan visi pembangunan desa Yyang

berkelanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.’

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016,
sebagaimana diubah oleh Permendagri No. 3 Tahun 2024, mengatur
prosedur teknis alih fungsi tanah aset desa, meliputi :

a. Perencanaan berdasarkan RPJMDes untuk memastikan alih fungsi
sejalan dengan prioritas pembangunan desa, seperti peningkatan
PADes atau pembangunan infrastruktur.

b. Musyawarah desa dengan melibatkan BPD, tokoh masyarakat, dan
warga untuk membahas rencana alih fungsi, termasuk dampaknya
terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum alih
fungsi sebagai dasar hukum alih fungsi, mencakup rincian
peruntukan baru, mekanisme pelaksanaan, dan manfaat bagi
masyarakat.

d. Persetujuan Bupati atau Camat sesuai peraturan daerah untuk
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memastikan kepatuhan terhadap hukum yang lebih tinggi, seperti
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA)™".

e. Pelaksanaan dengan pengawasan BPD dan evaluasi dampak bagi

masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.”

76 |bid, Pasal 79.

77UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

8 permendagri No. 1 Tahun 2016, sebagaimana diubah oleh Permendagri No. 3 Tahun 2024,
Pasal 27.
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Bahan hukum primer lainnya yang relevan dengan topik pengelolaan
alihfungsi tanah aset desa antara lain :

a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui otonomi desa dalam
mengelola sumber daya lokal, termasuk tanah, sepanjang sesuai
dengan kepentingan nasional.”

b. Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yang menegaskan bahwa
tanah desa, seperti tanah kas desa, tetap berada di bawah
pengelolaan pemerintah desa dan tidak dapat dialihkan
kepemilikannya tanpa prosedur yang sah.&

c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, yang mengatur bahwa tanah desa
yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum harus memenuhi
prinsip keadilan dan kemanfaatan.®!

Widjaja menegaskan bahwa alih fungsi tanah aset desa harus
mempertahankan kepemilikan desa dan tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan masyarakat. Alih fungsi yang tidak mematuhi prosedur hukum
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dapat memicu konflik sosial, seperti ketegangan antara petani dan
pemerintah desa.®? Soekanto menambahkan bahwa tanah desa memiliki
nilai strategis sebagai modal pembangunan ekonomi dan sosial, sehingga

pengelolaannya harus berorientasi pada peningkatan PADes dan

9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Pasal 16.

81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 12.

8 Widjaja, Otonomi....,164.
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kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme yang transparan dan
akuntabel %

Santoso menyoroti bahwa prosedur alih fungsi tanah harus
mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Tanpa prosedur yang jelas, alih fungsi dapat menyebabkan hilangnya lahan
pertanian produktif, yang berdampak pada ketahanan pangan dan

kesejahteraan petani®.

Tabel berikut merangkum prosedur alih fungsi tanah aset desa
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berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 dan Permendagri No. 1 Tahun 2016 :

Tabel 4.1 Prosedur Alih Fungsi Tanah Aset Desa

Tahapan Deskripsi Dasar Hukum Catatan
Perencanaan Berbasis UU No. 3/2024 | Harus
RPJMDes, Pasal 79 & | melibatkan
mencakup Permendagri analisis dampak
identifikasi 1/2016 Pasal 27 | sosial dan
tanah dan tujuan lingkungan.
alih fungsi.
Musyawarah | Melibatkan UU No. 3/2024 | Partisipasi
Desa BPD, tokoh | Pasal 27 huruf b | masyarakat
masyarakat, dan | & Permendagri | untuk
warga untuk | 1/2016 Pasal 27 | memastikan
membahas keadilan.
rencana.
Penyusunan Mengatur Permendagri Perdes harus
Perdes rincian alih | 1/2016 Pasal 27 | disahkan oleh
fungsi, termasuk BPD.
peruntukan baru
dan manfaatnya.

8Soekanto, S. Pengelolaan...., 32.
84Santoso, H., “Pengelolaan...., 50.
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Persetujuan Memastikan Permendagri Termasuk
Bupati/Camat kepatuhan 1/2016 Pasal 27 | verifikasi
terhadap kesesuaian
peraturan yang dengan UUPA.
lebih tinggi.
Pelaksanaan & | Dilaksanakan UU No. 3/2024 | Evaluasi
Pengawasan olenh pemerintah | Pasal 62 & | tahunan untuk
desa, diawasi | Permendagri menilai
oleh BPD, dan | 1/2016 Pasal 27 | manfaat bagi
dievaluasi PADes.
dampaknya.

2. Pemanfaatan Tanah Aset Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024
Pemanfaatan tanah aset desa bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan asli desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana
diatur dalam Pasal 72A UU No. 3 Tahun 2024.%5 Tanah aset desa, seperti
tanah kas desa, tanah bengkok, atau tanah pencaton, memiliki potensi
ekonomi yang signifikan jika dikelola secara optimal. Berdasarkan analisis

bahan hukum primer, aspek-aspek penting dalam pemanfaatan tanah aset
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desa meliputi:

a. Pasal 72 ayat (1) huruf a mengatur bahwa hasil aset desa, termasuk
tanah, merupakan sumber PADes. Pemanfaatan dapat dilakukan
melalui:

1) Sewa tanah untuk usaha pertanian, perkebunan, atau komersial.
2) Kerja sama usaha dengan pihak ketiga, seperti pembangunan

pasar desa atau fasilitas wisata.

85 UU No. 3 Tahun 2024, Pasal 72A.
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3) Alih fungsi untuk fasilitas umum, seperti pusat kesehatan,
sekolah, atau infrastruktur publik lainnya.®

b. Pasal 4 huruf d menekankan bahwa pengelolaan aset desa harus
mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi
desa demi kesejahteraan bersama. Partisipasi ini diwujudkan melalui
musyawarah desa untuk menentukan jenis pemanfaatan tanah .’

c. Pasal 86 mengatur bahwa desa berhak mendapatkan akses sistem
informasi desa untuk mendukung pengelolaan aset, termasuk
inventarisasi tanah desa. Sistem ini bertujuan meningkatkan
transparansi dan efisiensi, serta mencegah penyalahgunaan aset.®
Putu Eka Dianita Marvilianti Dewia dkk. menyimpulkan bahwa

pengelolaan aset desa yang profesional dapat meningkatkan PADes melalui
pemanfaatan tanah untuk usaha ekonomi atau fasilitas publik.
Profesionalisme aparatur desa, sistem administrasi yang baik, dan
keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan.®® Suwoto dkk.

memberikan contoh bahwa alih fungsi tanah kas desa untuk fasilitas wisata
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di Desa Udanwuh, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, berhasil
meningkatkan PADes karena mematuhi prosedur hukum.®
Santoso menekankan bahwa pemanfaatan tanah aset desa harus

mempertimbangkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan untuk

% |bid, Pasal 72 ayat (1) huruf a.
87 |bid, Pasal 4 huruf d.

8 |bid, Pasal 86.

8 Dewi dkk., “Optimalisasi...., 45.
9% Suwoto dkk., “Analisis...., 23.
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menghindari dampak negatif, seperti hilangnya lahan pertanian produktif
yang mengancam ketahanan pangan.”! Penelitian Aulia Gigih Sofie
Sabnabilla tentang alih fungsi tanah kas desa di Gayam, Bojonegoro,
menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan BPD dan minimnya partisipasi
masyarakat menyebabkan konflik sosial,®> serupa dengan kasus Desa
Banyubesih.

Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri tahun 2024mencatat
bahwa hanya 30% desa di Indonesia memiliki sistem inventarisasi aset yang
terintegrasi, yang menghambat transparansi pengelolaan tanah aset desa.
Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam memanfaatkan sistem informasi
desa menjadi tantangan utama.®® Data dari Badan Pertanahan Nasional
(BPN) menunjukkan bahwa banyak tanah desa belum terdaftar secara resmi,
meningkatkan risiko penyalahgunaan dalam alih fungsi.®*

Contoh sukses pemanfaatan tanah aset desa adalah Desa Ponggok,
Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, yang mengelola tanah kas desa

untuk membangun destinasi wisata air "Umbul Ponggok," menghasilkan
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PADes hingga Rp14 miliar per tahun pada 2023. Keberhasilan ini dicapai

melalui musyawarah desa yang partisipatif, penyusunan Perdes, dan kerja

1Santoso, H., “Pengelolaan ...., 50.

92Qabnabilla, “Analisis...., 89.

% Laporan Kementerian Dalam Negeri tentang Penerapan UU No. 3 Tahun 2024, 12.

% Data Badan Pertanahan Nasional tentang Inventarisasi Tanah Desa, Jakarta: BPN, 2023,
him. 15.

45

Ibrahimy

Universitas




lbrahimy

LIBRARY

sama dengan investor swasta, dengan manfaat ekonomi kembali kepada
masyarakat melalui pelatihan dan lapangan kerja.*®
Tabel berikut membandingkan pemanfaatan tanah aset desa di

beberapa kasus :

Tabel 4.2 Perbandingan Pemanfaatan Tanah Aset Desa

Desa Jenis Prosedur Hukum Dampak
Pemanfaatan
Udanwuh | Fasilitas  wisata | Musyawarah  desa, | Peningkatan PADes,
(kolam renang) Perdes, persetujuan | lapangan kerja
Camat
Ponggok Wisata air (Umbul | Musyawarah ~ desa, | PADes Rpl4
Ponggok) Perdes, kerja sama | miliar/tahun,
swasta kesejahteraan
Banyubesih | Lahan usaha Tanpa musyawarah, | Konflik sosial, tidak
tanpa Perdes ada manfaat PADes

Kasus alih fungsi tanah aset desa di Desa Banyubesih, Kecamatan
Tragah, Kabupaten Bangkalan, menjadi ilustrasi nyata tantangan
pengelolaan aset desa. Tanah pertanian dialihfungsikan menjadi lahan usaha

tanpa musyawarah desa yang partisipatif, yang mengakibatkan tidak adanya
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manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan memicu konflik
sosial antara warga dan pemerintah desa.
Adapun evaluasi kasus ini menghasilkan temuan berikut :

a. Prosedur Hukum

% |_aporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, “Best
Practices Pengelolaan Aset Desa,” Jakarta: Kemendes PDTT, 2024, him. 25.
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Alih fungsi tanah melanggar Pasal 27 huruf b UU No. 3
Tahun 2024 dan Pasal 27 Permendagri No. 1 Tahun 2016, karena
tidak melibatkan musyawarah desa. Tidak adanya Perdes atau
persetujuan Bupati/Camat menunjukkan pelanggaran prosedur
hukum. Perencanaan alih fungsi juga tidak berbasis RPJMDes,
bertentangan dengan Pasal 79 UU No. 3 Tahun 2024.%
b. Dampak Kesejahteraan
Alih fungsi tidak menghasilkan manfaat ekonomi, seperti
peningkatan PADes, dan bertentangan dengan Pasal 72A UU No. 3
Tahun 2024. Petani kehilangan akses ke lahan pertanian,
memperburuk kondisi ekonomi mereka dan memicu ketegangan
sosial.%’
c. Pengawasan
Kurangnya pengawasan oleh BPD, sebagaimana diatur
dalam Pasal 62 UU No. 3 Tahun 2024, memungkinkan pelanggaran

prosedur terjadi. BPD gagal menjalankan fungsi pengawasan.%
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d. Konteks Sosial dan Ekonomi
Alih fungsi dipicu oleh tekanan ekonomi untuk mendanai

pembangunan desa, tetapi kurangnya transparansi dan partisipasi

% UU No. 3 Tahun 2024, Pasal 27 huruf b & Pasal 79; Permendagri No. 1 Tahun 2016, Pasal
27.

7 UU No. 3 Tahun 2024, Pasal 72A.

% |bid, Pasal 62.
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masyarakat menyebabkan konflik dengan petani, sejalan dengan
temuan Santoso.*®

e. Implikasi Lingkungan
Alih fungsi tanah pertanian mengurangi luas lahan produktif,
mengancam ketahanan pangan lokal. Laporan Badan Ketahanan
Pangan Nasional mencatat konversi lahan pertanian di Indonesia
mencapai 100.000 hektar per tahun, memperburuk ketergantungan

pada impor pangan.1%
Kasus Desa Banyubesih mirip dengan kasus di Desa Gayam,
Bojonegoro, di mana alih fungsi tanah kas desa tanpa musyawarah desa
menyebabkan konflik sosial dan pelanggaran Permendagri No. 1 Tahun

2016.%01

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum dan Histori Peraturan Pengelolaan Aset Tanah

Desa
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Pengelolaan alih fungsi tanah aset desa diatur secara
komprehensif dalam UU No. 3 Tahun 2024, yang menempatkan otonomi
desa sebagai prinsip utama. Pasal 26 ayat (2) huruf ¢ memberikan
kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengelola aset desa, termasuk

alih fungsi tanah, namun dibatasi oleh prinsip transparansi dan

% Santoso, H., “Pengelolaan....,47

10 aporan Badan Ketahanan Pangan Nasional, “Konversi Lahan Pertanian dan Implikasinya
terhadap Ketahanan Pangan,” (Jakarta: BKP, 2024) ,10.

101 Aulia Gigih Sofie Sabnabilla, “Analisis....,
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akuntabilitas dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f.1°2 Musyawarah desa,
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf b, menjadi mekanisme kunci
untuk memastikan partisipasi masyarakat, sejalan dengan teori good
governance dari UNDP, yang mendefinisikan tata kelola yang baik
sebagai pengelolaan sumber daya publik yang transparan, akuntabel, dan
partisipatif.103

Permendagri No. 1 Tahun 2016, sebagaimana diubah oleh
Permendagri No. 3 Tahun 2024, melengkapi UU No. 3 Tahun 2024
dengan prosedur teknis, seperti penyusunan Perdes dan persetujuan
Bupati/Camat. Prosedur ini mendukung teori otonomi desa Widjaja,
yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola
sumber daya lokal, tetapi harus mematuhi regulasi yang lebih tinggi
untuk menjamin kepastian hukum.®* Analisis yuridis normatif
menunjukkan bahwa pengaturan ini konsisten dengan Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945, yang mengakui otonomi desa, dan Pasal 16 UU No. 5 Tahun

1960 (UUPA), yang menegaskan bahwa tanah desa tetap berada di
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bawah pengelolaan pemerintah desa.'®

Histori peraturan pengelolaan aset tanah desa mencerminkan
perkembangan dari sistem sentralistik ke otonomi desa yang lebih kuat.
Pada era kolonial Belanda, tanah desa dikelola berdasarkan sistem adat,

di mana tanah ulayat dan tanah kas desa merupakan milik kolektif

102 JU No. 3 Tahun 2024, Pasal 26 ayat (2) huruf c, ayat (4) huruf f.
03 UNDP, Governance...., 12.

104 Widjaja, Otonomi. 45.

105 YUD 1945, Pasal 18B ayat (2) & UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 16.
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masyarakat desa. Pasca-kemerdekaan, UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)
mengakui kedudukan desa sebagai unit pemerintahan dengan otonomi
untuk mengelola asetnya berdasarkan hak asal-usul dan tradisi lokal.X%®

Pada tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) menjadi
tonggak penting dengan mengatur bahwa tanah desa, seperti tanah kas
desa dan tanah bengkok, dikelola oleh pemerintah desa untuk
kesejahteraan masyarakat. Pasal 16 UUPA melarang alih fungsi tanah
tanpa prosedur yang sah, dengan tujuan melindungi fungsi sosial
tanah.2°’Namun, selama Orde Baru (1966-1998), UU No. 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa membatasi otonomi desa, membuat
pengelolaan tanah desa lebih sentralistik. Tanah desa sering digunakan
untuk proyek nasional tanpa partisipasi masyarakat, yang menyebabkan
banyak konflik sosial 1%

Era reformasi membawa perubahan signifikan. UU No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah mengembalikan otonomi desa,

meskipun pengaturan aset tanah masih terbatas.’®® UU No. 32 Tahun
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2004 tentang Pemerintahan Daerah memperkuat otonomi desa dalam
mengelola aset, tetapi tidak spesifik tentang alih fungsi tanah.*** PP No.
72 Tahun 2005 tentang Desa mulai mengatur pengelolaan aset desa,

namun masih kurang rinci.!*

106 YyUD 1945, Pasal 18B ayat (2).

197 UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 16.

108 YU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 5.

103 YU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94.
110 YU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 200.
111 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 10.
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Puncak pengaturan aset tanah desa terjadi pada UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi penuh kepada desa untuk
mengelola asetnya. Pasal 77 UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa
pengelolaan aset desa, termasuk tanah, harus berlandaskan prinsip
kepentingan umum, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.!?
PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun
2014 mengatur detail pengelolaan aset desa, termasuk alih fungsi tanah
untuk kepentingan umum.!*® Pada 2016, Permendagri No. 1 Tahun 2016
menjadi regulasi teknis pertama yang spesifik mengatur prosedur alih
fungsi tanah aset desa, mencakup perencanaan, musyawarah desa,
Perdes, persetujuan, dan evaluasi.*'*

Pada 2024, UU No. 3 Tahun 2024 memperkuat pengaturan aset
desa dengan menekankan tata kelola yang akuntabel dan partisipatif,
termasuk kewajiban sistem informasi desa untuk inventarisasi aset.

Permendagri No. 3 Tahun 2024 mengubah Permendagri No. 1 Tahun

2016 untuk menyesuaikan dengan dinamika baru, seperti peningkatan
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peran BPD dan evaluasi dampak lingkungan.*® Histori ini menunjukkan
evolusi menuju pengelolaan tanah desa yang lebih otonom, transparan,

dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, meskipun implementasi

112 yu No. 6 Tahun 2014, Pasal 77.

113 PP No. 43 Tahun 2014, Pasal 80.

114 permendagri No. 1 Tahun 2016, Pasal 1-27.
115 permendagri No. 3 Tahun 2024, Pasal 1.
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di lapangan, seperti di Desa Banyubesih, masih menghadapi tantangan
seperti kurangnya kapasitas aparatur desa.!®

2. Pemanfaatan Tanah Aset Desa, Tantangan dan Solusi dalam
Implementasi Aset Tanah Desa

Pemanfaatan tanah aset desa, sebagaimana diatur dalam Pasal
72A UU No. 3 Tahun 2024, bertujuan meningkatkan PADes dan
kesejahteraan masyarakat melalui sewa, kerja sama usaha, atau alih
fungsi untuk fasilitas umum. Teori good governance UNDP menegaskan
bahwa partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa adalah kunci
untuk memastikan pemanfaatan tanah mencerminkan kepentingan
umum.tt’

Suwoto dkk. menunjukkan bahwa alih fungsi tanah kas desa
untuk fasilitas wisata di Desa Udanwuh berhasil meningkatkan PADes
karena mematuhi prosedur hukum, termasuk musyawarah desa dan
penyusunan Perdes.!'® Contoh lain adalah Desa Ponggok, Kecamatan

Polanharjo, Kabupaten Klaten, yang mengelola tanah kas desa untuk
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wisata air "Umbul Ponggok," menghasilkan PADes hingga Rp14 miliar
per tahun pada 2023. Keberhasilan ini didukung oleh musyawarah desa

yang partisipatif, Perdes yang jelas, dan kerja sama dengan investor

116 Santoso, H., “Pengelolaan...., 52.
117 UNDP, Governance...., 12.
118 Suwoto dkk., “Analisis...., 23.
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swasta, dengan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat melalui
pelatihan dan lapangan kerja.!®

Sebaliknya, kasus Desa Banyubesih menunjukkan kegagalan
pemanfaatan tanah karena tidak melibatkan masyarakat, bertentangan
dengan Pasal 4 huruf d UU No. 3 Tahun 2024. Alih fungsi tanah
pertanian menjadi lahan wusaha tanpa musyawarah desa tidak
menghasilkan manfaat ekonomi signifikan dan memicu konflik sosial.
Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi dkk. menyoroti bahwa
profesionalisme pengelolaan aset desa memerlukan sistem administrasi
yang baik, seperti sistem informasi desa (Pasal 86 UU No. 3 Tahun
2024), yang masih kurang diterapkan di Desa Banyubesih.

Santoso memperingatkan bahwa alih fungsi tanah pertanian dapat
mengurangi luas lahan produktif, mengancam ketahanan pangan dan
kesejahteraan petani. Di Desa Banyubesih, petani kehilangan akses ke
lahan pertanian, memperburuk ketimpangan sosial. Laporan Badan

Ketahanan Pangan Nasional mencatat konversi lahan pertanian di

-
=
—
%
-
Q.
QO
a4
>
E
=
C
fo
2

Indonesia mencapai 100.000 hektar per tahun, yang memperburuk
ketergantungan pada impor pangan.*?°
Evaluasi kasus Desa Banyubesih menunjukkan pelanggaran Pasal

27 huruf b UU No. 3 Tahun 2024 dan Pasal 27 Permendagri No. 1 Tahun

2016 karena tidak adanya musyawarah desa, Perdes, atau persetujuan

119 |_aporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, “Best....,
25.
120 Laporan Badan Ketahanan Pangan Nasional, “Konversi...., 18
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Bupati/Camat. Kurangnya pengawasan BPD (Pasal 62 UU No. 3 Tahun
2024) memungkinkan pelanggaran ini terjadi. Kasus ini mirip dengan
Desa Gayam, Bojonegoro, di mana alih fungsi tanah tanpa musyawarah
desa menyebabkan konflik sosial.!?

Implikasi sosial meliputi hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah desa, sementara implikasi ekonomi mencakup
stagnasi PADes dan memburuknya kondisi petani. Implikasi lingkungan,
seperti penurunan produktivitas pertanian, juga perlu diperhatikan.??

Implementasi pengelolaan aset tanah desa, termasuk alih fungsi,
menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat pencapaian tujuan
otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pendekatan
yuridis normatif, tantangan ini dapat diidentifikasi melalui analisis
regulasi dan praktik di lapangan, khususnya dalam kasus Desa
Banyubesih. Tantangan utama meliputi kurangnya kapasitas aparatur
desa, minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan teknologi, dan

risiko konflik sosial. Solusi yang diusulkan berfokus pada penguatan
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kapasitas, teknologi, dan tata kelola untuk memastikan implementasi
yang sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024 dan Permendagri No. 1 Tahun
2016.

a. Tantangan dalam Implementasi

1) Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa

121 Qabnabilla, “Analisis...., 89
122 |_aporan Badan Ketahanan Pangan Nasional, “Konversi...., 18.
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Banyak aparatur desa, termasuk di Desa Banyubesih,
tidak memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi seperti
UU No. 3 Tahun 2024 dan Permendagri No. 1 Tahun 2016. Hal
ini  menyebabkan pelanggaran prosedur, seperti tidak
dilaksanakannya musyawarah desa atau penyusunan Perdes,
sebagaimana terlihat dalam kasus alih fungsi tanah di Desa
Banyubesih. Laporan Kementerian Dalam Negeri tahun 2024
mencatat bahwa hanya 40% aparatur desa di Indonesia telah
mengikuti pelatihan pengelolaan aset desa.[*

2) Minimnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat, yang diwajibkan oleh Pasal 27
huruf b UU No. 3 Tahun 2024, sering kali tidak efektif karena
kurangnya sosialisasi atau ketidakpahaman masyarakat tentang
hak dan kewajiban mereka. Di Desa Banyubesih, tidak adanya
musyawarah desa yang partisipatif memicu konflik sosial,

sebagaimana juga terjadi di Desa Gayam, Bojonegoro.
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3) Keterbatasan Teknologi
Pasal 86 UU No. 3 Tahun 2024 mengamanatkan
penggunaan sistem informasi desa untuk inventarisasi dan
pengelolaan aset, namun laporan Kementerian Dalam Negeri
tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 30% desa memiliki sistem

ini. Di Desa Banyubesih, ketiadaan sistem informasi desa
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menyebabkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset
tanah, meningkatkan risiko penyalahgunaan.
4) Risiko Konflik Sosial
Alih fungsi tanah tanpa prosedur yang tepat, seperti di
Desa Banyubesih, memicu konflik antara petani dan pemerintah
desa. Santoso menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap
prinsip keadilan sosial dapat memperburuk ketimpangan
ekonomi dan sosial, terutama bagi petani yang bergantung pada
lahan pertanian.
b. Solusi untuk Mengatasi Tantangan
1) Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa
Pelatihan rutin tentang UU No. 3 Tahun 2024 dan
Permendagri No. 1 Tahun 2016 diperlukan untuk meningkatkan
pemahaman aparatur desa tentang prosedur pengelolaan aset.
Program pelatihan dapat dilakukan oleh Kementerian Dalam

Negeri atau pemerintah daerah, dengan fokus pada penyusunan
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RPJMDes, musyawarah desa, dan penyusunan Perdes.
Contohnya, pelatihan di Desa Ponggok membantu aparatur
memahami regulasi, sehingga mendukung keberhasilan
pengelolaan aset untuk wisata Umbul Ponggok.
2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Sosialisasi regulasi kepada masyarakat, sebagaimana

diatur dalam Pasal 27 Permendagri No. 1 Tahun 2016, harus
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dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran tentang
hak dan kewajiban mereka dalam musyawarah desa. Pendekatan
ini berhasil di Desa Udanwuh, di mana musyawarah desa yang
inklusif menghasilkan keputusan yang diterima masyarakat.
3) Penerapan Sistem Informasi Desa
Implementasi sistem informasi desa (Pasal 86 UU No. 3
Tahun 2024) harus dipercepat melalui kerja sama dengan
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sistem ini
memungkinkan inventarisasi aset yang transparan dan efisien,
seperti yang diterapkan di beberapa desa percontohan di Jawa
Tengah. Di Desa Banyubesih, penerapan sistem ini dapat
mencegah penyalahgunaan aset dan meningkatkan akuntabilitas.
4) Penguatan Peran BPD dan Pengawasan
Pasal 62 UU No. 3 Tahun 2024 memberikan mandat
kepada BPD untuk mengawasi pengelolaan aset desa. Pelatihan

khusus bagi anggota BPD tentang fungsi pengawasan dapat
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mencegah pelanggaran seperti di Desa Banyubesih. Selain itu,
mekanisme pengaduan masyarakat harus diperkuat untuk
memastikan akuntabilitas.
5) Mitigasi Konflik Sosial
Untuk mencegah konflik, alih fungsi tanah harus disertai
dengan analisis dampak sosial dan ekonomi, serta kompensasi

bagi masyarakat yang terdampak, seperti petani. Pendekatan ini
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sejalan dengan teori keadilan sosial Soekanto, yang menekankan

pentingnya pemerataan manfaat dari pengelolaan aset desa.

Kasus Desa Banyubesih mencerminkan semua tantangan di atas.
Kurangnya kapasitas aparatur menyebabkan pelanggaran prosedur
musyawarah desa (Pasal 27 huruf b UU No. 3 Tahun 2024). Minimnya
partisipasi masyarakat memicu konflik sosial, dan ketiadaan sistem
informasi desa (Pasal 86) memperparah kurangnya transparansi. Solusi
seperti pelatihan aparatur, sosialisasi kepada masyarakat, dan penerapan
sistem informasi desa dapat mencegah kasus serupa. Penguatan peran BPD
juga akan memastikan pengawasan yang lebih efektif, sehingga alih fungsi
tanah dapat memberikan manfaat ekonomi seperti di Desa Ponggok dan
Udanwuh, sambil menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Tabel berikut merangkum tantangan dan solusi dalam pengelolaan

aset tanah desa:
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Tabel 4.3 Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Tanah Desa

Tantangan Deskripsi Solusi Dasar Hukum
Kapasitas Kurangnya Pelatihan  rutin | UU No. 3/2024 Pasal
Aparatur pemahaman oleh Kemendagri. | 26 & Permendagri
tentang regulasi. 1/2016 Pasal 27
Partisipasi Minimnya Sosialisasi UU No. 3/2024 Pasal
Masyarakat keterlibatan dalam | regulasi  secara | 27 huruf b
musyawarah desa. | intensif.
Keterbatasan | Rendahnya adopsi | Implementasi UU No. 3/2024 Pasal
Teknologi sistem  informasi | sistem informasi | 86
- desa. desa.
35
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Konflik Sosial | Ketegangan akibat | Analisis dampak | UU No. 3/2024 Pasal
alin fungsi tanpa | dan kompensasi. | 4 hurufd
prosedur.

Penerapan solusi ini akan mendukung implementasi pengelolaan
aset tanah desa yang lebih efektif, sejalan dengan prinsip good governance
dan otonomi desa, serta mencegah kasus kegagalan seperti di Desa

Banyubesih.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap pengelolaan alih
fungsi tanah aset desa dalam kerangka Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, yang dikaitkan dengan regulasi terkait seperti Permendagri
Nomor 1 Tahun 2016 dan bahan hukum primer lainnya, dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1.  Pengaturan hukum pengelolaan alih fungsi aset tanah desa menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menekankan prinsip otonomi
desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Kewenangan Kepala
Desa dalam mengelola aset tanah, termasuk alih fungsi, diatur dalam
Pasal 26 ayat (2) huruf ¢ dan ayat (4) huruf f, dengan mekanisme

utama berupa musyawarah desa (Pasal 27 huruf b), penyusunan
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Peraturan Desa (Perdes), dan pengawasan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) (Pasal 62). Prosedur ini dilengkapi
oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, mencakup perencanaan
berbasis RPIMDes, persetujuan Bupati/Camat, dan evaluasi dampak,
untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip good governance dan
mencegah penyalahgunaan, sebagaimana terlihat dalam kasus Desa

Banyubesih yang menunjukkan konsekuensi pelanggaran prosedur.
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2. Pemanfaatan tanah aset desa untuk mendukung Kkesejahteraan
masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
difokuskan pada peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dan
pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat
(1) huruf a dan Pasal 72A. Tanah aset desa, seperti tanah kas desa atau
tanah bengkok, dapat dimanfaatkan melalui sewa, kerja sama usaha,
atau alih fungsi untuk fasilitas umum, dengan partisipasi masyarakat
melalui musyawarah desa (Pasal 4 huruf d). Implementasi ini
didukung oleh sistem informasi desa (Pasal 86) untuk transparansi,
meskipun tantangan seperti kurangnya kapasitas aparatur dan konflik
sosial, seperti di Desa Banyubesih, menghambat manfaat optimal.
Pemanfaatan yang berhasil, seperti di Desa Ponggok dan Udanwuh,
menunjukkan potensi peningkatan PADes dan kesejahteraan jika
prosedur hukum dipatuhi.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2024 memperkuat tata kelola aset tanah desa yang berorientasi pada
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kesejahteraan masyarakat, namun memerlukan implementasi yang ketat

untuk mengatasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, berikut adalah saran yang
dapat diberikan untuk meningkatkan pengelolaan alih fungsi tanah aset desa
dan pengembangan penelitian di masa depan :

1. Penguatan Implementasi Kebijakan secara Komprehensif
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Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat
implementasi kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum tata
negara dan asas-asas pengelolaan yang baik (good governance),
khususnya dalam pengelolaan aset publik. Penguatan ini hendaknya
meliputi beberapa aspek penting, yaitu penyesuaian prosedur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau pendampingan
teknis, serta pembentukan mekanisme internal yang memastikan setiap
proses berjalan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan bebas dari
potensi penyalahgunaan wewenang. Implementasi yang konsisten akan
mendorong terciptanya tata kelola yang efektif sehingga setiap
kebijakan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi
juga memiliki legitimasi di mata masyarakat. Hal ini pada akhirnya
diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang
berkelanjutan, menyeluruh, dan berpihak pada kepentingan umum.

2. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
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Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh secara berkala terhadap
pelaksanaan kebijakan, mencakup analisis efektivitas, efisiensi, dan
dampak yang ditimbulkan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan
perbaikan berkelanjutan, baik dari segi teknis maupun prosedural,
sehingga setiap kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat
yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah

ini juga penting untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa
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mendatang, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata
kelola pemerintahan yang baik.

Saran-saran ini diharapkan dapat mendukung implementasi regulasi

yang lebih efektif dan berkontribusi pada pembangunan desa yang

berkelanjutan.
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